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Abstrak

Penyuluh berkedudukan sebagai pelaksana program pemberdayaan petani melalui penyuluhan
pertanian pada instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyuluh pertanian memiliki
fungsi sebagai agent yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada petani agar lebih baik
dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraan petani. Metode yang digunakan dalam
penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian normatif
yaitu: peraturan perundang-undangan, norma hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori
hukum dan doktrin hukum. Tujuan penelitian ini untuk: (1) menganalisis bgaimana Kedudukan
Penyuluh Pertanian Lapangan dalam memberdayakan petani Kopi Gunung Kelir menurut Perbup No.
33 Tahun 2020; (2) menganalisis bagaimana Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan
keberdayaan kelompok tani. Penyuluhan kepada petani berdasarkan perpektif Indikasi Geografis
berdampak pada terjaganya reputasi, karakteristik hasil khas daerah pertanian. meningkatkan
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi utama PPL sebagai Agent of Change bagi pengembangan
petani dalam mendampingi petani masyarakat pedesaan.

Keyword: Kedudukan; Fungsi; Penyuluh Pertanian Lapangan.
Abstract

Extension workers are located as implementers of farmer empowerment programs through
agricultural extension at government agencies both at the central and regional level. Agricultural
instructors have a function as agents who provide information or knowledge to farmers, so that they
can better manage farming businesses, in order to improve the welfare of farmers. The method used in
this paper is a normative research method. The legal materials used in normative research are:
statutory regulations, legal norms, legal rules, legal principles, legal theories and legal doctrines. The
purpose of this research is to, (1) analyze how the position of Field Agricultural Extension in
empowering Gunung Kelir coffee farmers according to Perbup No. 33 of 2020, (2) analyze how the
Function of Field Agricultural Extension (PPL) with the empowerment of farmer groups?. Counseling
to farmers based on the perspective of Geographical Indications has an impact on maintaining

reputation, characteristic of typical agricultural products. increase productivity, business efficiency,
income, and welfare, as well as increase awareness in the preservation of environmental functions.
The main function of PPL is as an Agent of Change for farmer development in assisting farmers in
rural communities.

Keyword: Position; Function; Field Agricultural Extension.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kopi merupakan hasil alam yang memiliki potensi besar terhadap perekonomian
nasional. Pengaruh perekonomian nasional dari hasil alam kopi diantaranya: sebagai
sumber devisa negara, sebagai pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, sebagai
strategi pembangunan wilayah, sebagai pendorong agribisnis dan agroindustri, dan
sebagai pendukung konservasi lingkungan'. Kopi turut menjadi salah satu andalan dalam
peningkatan perekonomian nasional. Peran kopi menjadi penting bagi perekonomian
nasional sebagai sumber pendapatan bagi petani, penguasaha, industri, dan UMKM.

Di Indonesia memiliki potensi besar dibidang pertanian, terutama pada sektor kopi
yang menjadi unggulan produk petanian yang menyumbang ke pendapatan negara.
Indonesia sebagai negara dengan produsen kopi keempat terbesar dunia setelah Brazil,
Vietnam dan Kolombia, produksi kopi Indonesia sangat tergantung pada usaha
perkebunan rakyat®. Produksi yang tinggi dari komoditas kopi sebaiknya ditunjang dengan
adanya produktivitas dan mutu komoditas yang baik pula’. Oleh karena itu kualitas yang
terjaga pada sektor pertanian harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang
mumpuni dan dapat mengikuti informasi komunikasi dan teknologi seiring
berkembangnya zaman. Pada akhirnya akan menghasilkan penerimaan pendapatan dari
proses pengembangan seperti peningkatan produktivitas kopi, dan lapangan pekerjaan di
unit pengolahan kopi®.

Sektor pertanian memerlukan kontribusi dari penyuluhan pertanian disebabkan
Pemerintah telah menyiapkan Rencana Strategi Kementerian Pertanian 2020-2024. Peran
penting dari penyuluhan pertanian diharapkan dapat membantu dan memberdayakan
petani dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memberikan pelajaran
untuk dapat mengakses informasi pasar. Teknologi, permodalan dan lain sebagainya
> Pengembangan teknologi pada pertanian agar petani mereapkan teknologi tersebut dan
produksi pengan meningkat, maka kegiatan tersebut dikatakan sebagai menyebarkan
informasi/teknologi pertanian yang dikenal dengan sebutan penyuluhan pertanian
(agricuture extension)’.

Berdasarkan fakta dilapangan pada sektor pertanian di Indonesia, sebagian besar
petani di Indonesia membangun usaha tani dengan skala usaha yang relatif kecil. Jumlah
petani di Indonesia yang sekaligus menjadi pelaku usaha dibidang pertanian dietiap
tahunnya semakin bertambah, namun bertambahnya jumlah petani tidak mengubah tingkat
kesejahteraan petani yang masih rendah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Galuh
Oktania seorang Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Galuh mengungkapkan

Yuliana Kansrini, Dwi Febrimeli, and Puji Wahyu Mulyani, “Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
Dalam Mendukung Adopsi Budidaya Tanaman Kopi Arabika Yang Baik (Good Agriculture Practices) Oleh
Petani Di Kabupaten Tapanuli Selatan,” Jurnal Agrica Ekstensia 14, no. 1 (2020): 54-65.

Titik Sumarti, Rokhani, and Sriwulan Ferindian Falatehan, “Strategi Pemberdayaan Petani Muda Kopi
Wirausaha Di Kabupaten Simalungun,” Jurnal Penyuluhan 13, no. 1 (2017): 31-39.

Novi Haryati, “Kontribusi Komoditas Kopi Terhadap Perekonomian,” Sosial Ekonomi Pertanian 2, no. 1
(2008): 56-69.

Syapta Wiguna, Syafruddin Karimi, and Endrizal Ridwan, “Dampak Skema Relasi Kopi Sebagai
Pengembangan Perekonomian Petani Kopi Di Pedesaan,” Agriekonomika 8, no. 1 (2019): 93,
https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5027.

Kurnia S Indraningsih and Kartika S Septanti, “Penyuluhan Pertanian Dalam Upaya Pemberdayaan Petani
Pada Era Pandemi Covid-19,” Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, no. Kementan 2020 (2020):
613-33.

Dwi Sadono, “Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia,” Jurnal
Penyuluhan 4, no. 1 (2008), https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4il.2170.
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bahwa fakta dilapangan justru tidak berpihak pada petani, seringkali tidak menguntungkan
petani yang menjadi salah satu tonggak perekonomian di Indonesia (Indonesia 2020).

Kondisi petani yang belum berdaya menjadikan salah satu penghalang dalam
pembangunan perekonomian di Indonesia. Menurut Sunyoto Usman mengungkapkan
bahwa di Indoensia diperlukannya peran penyuluh pertanian. Hak tersebut menjadi sebuah
strategi dalam dalam pembangunan di Indonesia. Masyarakat yang berdaya akan menjadi
satu kekuatan dari aspek fisik, material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek
kelembagaan. Mengutip dari pendapat Sunyoto Usman, dapat disimpulkan bawah strategi
pembangunan menurutnya harus dilakukan pada masyarakat yang menjadi tonggak
perekonomian yakni dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mampu
menciptakan kemandirian agar masyarakat mampu berbuat, memahami, serta
mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan ’.

Pemberdayaan memfokuskan pada aspek manusia dan lingkungannya yakni fokus
pada aspek intelektual, material, fisik dan management. Aspek tersebut merupakan tujuan
utama dalam pemberdayaan masyarakat yang tentunya berdampak pada aspek lain
dikehidupan masyarakat seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, politik, keamanan .
Strategi pemberdayaan yang merupakan bagian dari paradigma baru pembangunan
masyarakat (Bahua 2015). pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun
potensi atau kemampuan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan
pengetahuan, pemberian keterampilan, mendorong atau memotivasi kesadaran akan
potensi yang dimilikinya dan berupaya untuk mengembangkannya baik dari segi ekonomi,
sosial, budaya maupun pendidikan.

Salah satu contoh kasus pada petani kopi di wilayah lereng Raung Desa Slateng,
Kecamatan Lekomondo. Menurut informan lapangan dimana beliau menjadi salah satu
petani kopi didaerah tersebut, Zainul Wasik mengemukakan bahwa petani didaerah
tersebut berada dalam keadaan yang tidak berdaya karena selama ini belum ada arahan
maupun pendampingan dari pemerintah. Salah satu pendampingan yang dibutuhkan oleh
petani yakni arahan dalam budidaya kopi, cara pemasaran, dan hal-hal lain keilmuan yang
dibutuhkan petani dalam meningkatkan kualitas dan reputasi produk tani mereka. Dampak
dari ketidakberdayaan petani kopi pada daerah tersebut hamper 90% petani kopi menjual
hasil tani mereka kepada tengkulak dalam bentuk curah. Petani merasa kebingungan pada
teknik penjualan pemasaran kopi. (Jember 2021). Pada kegiatan pendampingan dan
pengawalan, maka penyuluh pertanian menggerakkan para petani sebagai pelaku utama
agar mau dan mampu menerapkan teknologi dan mendorong kegiatan peningkatan
produksi®.

Berdasarkan contoh kasus petani di Kecamatan Lekomondo yang mengalami
kurangnya pendampingan serta arahan dari Pemerintah membuat kondisi petani yang
kurangberdaya dan petani tidak mendapatkan keuntungan besar dari penjualan hasil
pertaniannya. Oleh karena itu kedudukan dari program pembinaan pada petani merupakan
kebutuhan utama yang dibutuhkan petani. Pembinaan bagi petani merupakan sebuah
strategi memberdayakan petani. Dalam pelaksanaan pembinaan bagi petani yang terjun
langsung untuk memberikan pembinaan bagi petani adalah PPL (Penyuluh Pertanian
Lapangan). PPL sebagai komunikator pembangunan yang memiliki peran sebagai guru,

7 (Jack et al. 2013)
Sitti Maryam, “Kinerja Penyuluh Pertanian Pada Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan
Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong,” Katalogis 6, no. 6 (2018): 115-25.
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pembimbing, penasehat, serta sebagai penyampai informasi dan mitrapetani °. Penyuluh
pertanian adalah komunikator yang memegang peran penting agar penemuan-penemuan
baru di bidang pertanian dapat sampai ke sasarannya . Invensi-invensi baru mampu
tersampaikan kepada para petani di Indonesia dengan melalui bimbingan dan
pendampingan dari PPL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis dapat
membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam memberdayakan petani
Kopi Gunung Kelir menurut Perbup No. 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai
Penyuluhan Pertanian?

2. Bagaimana Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan keberdayaan
kelompok tani?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Penelitian
normatif dalam penelitiannya menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan dan
kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu temuan penelitian. Bahan hukum yang
digunakan pada penelitian normatif yaitu: peraturan perundang-undangan, norma hukum,
kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan doktrin hukum " Dalam analisis
penelitian normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis
normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Peraturan yang menjadi analisis dalam tulisan ini yaitu Peraturan
Bupati No. 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian.

E. Tinjauan Pustaka
1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk terpenuhinya kebutuhan yang
diinginkan oleh setiap individu, kelompok dan masyarakat. Setiap individu memiliki
kemampuan dalam mengontrol lingkungannya termaksud dalam hal aksebilitasi pada
Sumber Daya Alam yang dimiliki daerahnya, pekerjaan yang dilakukannya serta aktivitas
sosial dengan individu lainnya. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan cara untuk
mengarahkan rakyat, komunitas atau kelompok, serta organisasi masyarakat untuk mampu
memiliki kuasa dan menguasai atas kehidupannya. Strategi pemberdayaan masyarakat
yakni memberdayakan yang memiliki arti untuk melindungi individu atau kelompok.
Perlindungan yang dimaksud yakni perlindungan serta pemihakan kepada suatu individu
atau kelompok yang lemah. Dalam prosesnya, pemberdayaan harus mencegah kelompok
atau individu yang lemah bertambah lemah'’. Pemberdayaan akan menunjuk pada

Gillis et al., “Kendala Penyuluhan Dalam Melaksanakan Aktivitas Penyuluhan Pada Usahatani Kopi Di
Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9
(1992): 1689-99.

Achmad Faqih, “Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelompok
Terhadap Kinerja Kelompok Tani,” Agrijati 26, no. 1 (2014): 41-60.

Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif [lmu
Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1-20, https://doi.org/10.51749/jphi.v2il.14.
Dwi Iriani Margayaningsih, ‘“Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan
Kemiskinan,” Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemisikinan 9, no. 1

(2016): 158-90.
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kemampuan seseorang, khususnya pada kelompok yang lemah dan rentan untuk (1)
memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan
pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan; (2)
berpartils?’ipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi
mereka .

2. Balai Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan penyuluhan pemerintah bermacam-macam, yaitu: (1) kelembagaan
penyuluhan di tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan; (2)
kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan; (3)
kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana
penyuluhan; (4) kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan berbentuk Balai
Penyuluhan. Berdasarkan Perbup No 33 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) yaitu Kelembagaan Penyuluh Pertanian berbentuk unit
layanan non struktural di tingkat kecamatan di bawah Dinas Pertanian Perikanan dan
Pangan Kabupaten Semarang.

BPP yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, pada dasarnya merupakan titik sentral
dalam struktur organisasi penyuluhan'*. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memiliki
peranan strategis dalam mewujudkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan
pertanian berbasis kawasan di tingkat kecamatan'’. BPP adalah “home base” bagi
kelompok penyuluh pertanian dan desa binaan yang melakukan kontak langsung dengan
petani. BPP merupakan kelembagaan penyuluhan yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat petani, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam
mendukung pengembangan usaha-usaha petani yang mayoritas masih berskala kecil,
menengah, dan koperasi'®.

II. PEMBAHASAN

A.

Kedudukan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Dalam Memberdayakan Petani
Kopi Gunung Kelir Menurut Perbup No. 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan
Balai Penyuluhan Pertanian

Petani dalam perannya dilindungi oleh negara, tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan. Menurut Ketentuan
Umum Pasal 1 angka (2) berbunyi “Petani. Petani adalah warga negara Indonesia
perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Makna dari penyuluhan disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan bahwa
“Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah
proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu

Andi Nugraha, “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep
Pemberdayaan Di  Bidang  Ekonomi,”  Jurnal  Ekonomi  Modernisasi 5  (2009): 10,
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id.

Muh Hatta Jamil et al., “Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dan Dampaknya Pada Perilaku Petani
Padi Di  Sulawesi Selatan,”  Jurnal = Penyuluhan 8 mno. 2 (2015): 13341,
https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v8i2.9885.

Ahdah Winarsih, Djaka Mastuti, and Detia Tri Yunandar, “Peningkatan Kinerja Melalui Program Kostratani
Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Prafi, Kabupaten Manokwari,” Jurnal Triton 11, no. 2 (2020): 5867,
https://doi.org/10.47687/jt.v11i2.151.

Dina Lesmana, “Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kota Samarinda,” Epp 4, no. 2 (2007): 24-31.
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menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup”

Pasal 1 angka (9) mendefinisikan PPL yaitu Penyuluh Pertanian adalah perorangan
warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan, yang terdiri dari Penyuluh
Pertanian baik Penyuluh PNS, THL, Swasta maupun Swadaya.

PPL melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Namun, tidak hanya berkaitan
dengan melakukan penyuluhan. PPL juga memiliki tugas untuk mendorong adopsi inovasi
sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan perubahan kehidupan social masyarakat yang
adik dan sejahtera. PPL dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimasyarakat diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku '’. PPL sebagai komunikator
diharapkan untuk dapat bermain multiperan, selain sebagai guru, sebagai pembimbing,
sebagai penasehat, sebagai penyampai informasi dan juga sebagai mitra petani di
lapangan'®. Dengan melalui komuniaksi yang efektif, proses difusi perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dapat diserap masyarakat secara merata. Komunikasi
memegang peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengembangan
masyarakat menuju kondisi lebih baik dan modern'’.

PPL dalam melakukan penyuluhan dibawah naungan Balai Penyuluhan Pertanian. Di
Kabupaten Semarang, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjalankan tugasnya
berdasarkan wilayah kerja di setiap kecamatan dengan menerapkan prinsip konsultatif,
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Hal tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Nomor
33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian. Menurut Pasal 4
Perbup No. 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, tugas dari
Balai Penyuluhan Pertanian dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dibagi
menjadi 6 tugas yaitu: koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), bidang urusan
ketatausahaan, penyuluh urusan programa, penyuluh urusan supervise, penyuluh urusan
sumber daya manusia dan yang terakhir penyuluh pertanian lapangan Wilayah Kerja
Penyuluhan Pertanian (WKPP).

Penyuluhan dan pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki tujuan yang sama
yaitu membuat klien atau sasaran menjadi berdaya. Penyuluhan harus mampu
menciptakan kondisi masyarakat yang benar-benar aktif dan berdaya dalam meingkatkan
kualitas kehidupannya. Karena pada hakikatnya antara pemberdayaan dan penyuluhan
adalah sama yaitu menciptakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, yang didasarkan
atas kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat secara nyata, serta dilakukan secara
bertahao dan kontinyu atau terus menerus, dan menyeluruh seluruh aspek kehidupan
manusia (holistik)*’.

Kedudukan PPL dalam memberdayakan petani merupakan tonggak utama untuk
kesejahteraan petani, sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat. Keberdayaan
petani memiliki dampak dalam beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya,

Jufitra Vintarno, Yogi Suprayogi Sugandi, and Josy Adiwisastra, “Perkembangan Penyuluhan Pertanian
Dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian Di Indonesia,” Responsive 1, no. 3 (2019): 90,
https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20744.

Dan Heru Friatama Allen, Mustopa Marli Batubara and Harniatun Iswarini, “Kendala Penyuluhan Dalam
Melaksanakan Aktivitas Penyuluhan Pada Usahatani Kopi Di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam,”
Jurnal Societa 4, no. 2 (2015): 105-10.

Imam Santosa, Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014).

Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global (Bandung: Alfabeta, 2013).
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terjaganya reputasi dan karakteristik di pasar perdagangan nasional dan internasional. PPL
menjelanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan telah mengatur tugas-
tugas dari PPL. Penyuluh pertanian merupakan seseorang yang melakukan kegiatan
penyuluhan. Kegiatan PPL meliputi kegiatan pembinaan, pembelajaran dengan tujuan
untuk meningkatkan pengetahuan dan mempertahankan reputasi dan kualitas dari produk
petani di Indonesia.

Kedudukan PPL dalam memberikan penyuluhan kepada petani berdampak pada
terjaganya reputasi, karakteristik hasil khas daerah pertanian. Hubungan dari penyuluhan
yang diberikan membuat reputasi dan karakteristik tetap terjaga memiliki kaitannya
dengan dampak ekonomi petani karena reputasi yang terjaga akan menimbulkan
kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kepercayaan akan rasa dan
kualitas yang dijaga membuat peningkatan peningkatan pesanan di pasar nasional maupun
pasar internasional. Meningkatnya arus perdagangan produk, akan berdampak pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha.

Hubungan antara Penyuluh Pertanian Lapangan dengan kelompok tani merupakan
sebuah hubungan kerjasama. Adanya hubungan saling keterkaitan antara kelompok tani
dengan Penyuluh Pertanian Lapangan tentu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk
mengatasi kendala atau masalah-masalah pada petani. Masalah dan kendala tersebut akan
mampu dihadapi oleh petani dan PPL jika masing-masing mampu menjalankan peran,
tugas, dan kewajibannya. Pembinaan pada petani didukung oleh partisipasi aktif dari
petani. Partisipasi merupakan keikutsertaan petani atau masyarakat dalam proses
pembangunan atau pemberdayaan petani dalam kegiatan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kesejahteraan petani dalam suatu program pemerintah dan didanai oleh
pemerintah.

Salah satu target penyuluhan pertanian yaitu masyarakat yang berdaya dalam
pembudidaya pertanian, mendapatkan informasi pemasaran, dan produk pertanian yang
mendapatkan perlindungan hukum. Selain pengetahuan pembudidaya pertanian,
masyarakat juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan
hukum terhadap hasil pertaniannya berupa perlindungan Indikasi Geografis dan
perlindungan Merek. Mengingat pentingnya penyuluhan masyarakat petani kopi di
Kabupaten Semarang, maka untuk dapat mensukseskan program penyuluhan pada petani
untuk memberdayakan petani dibutuhkan peran aktif dari petani kopi di Kabupaten
Semarang agar menimbulkan harmonisasi dari pelaksanaan penyuluhan dengan target
capaian pemerintah bagi petani di Kabupaten Semarang.

B. Fungsi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Dalam Pemberdayaan Kelompok
Petani Kopi Gunung Kelir Menurut Perbup No. 33 Tahun 2020 Tentang
Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian.

Sasaran penyuluhan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yaitu (1) Pihak-pihak yang
peling berhak untuk memperoleh manfaat dari kegiatan penyuluhan; (2) Pelaku utama dan
pelkau usaha sebagai sasarn utama penyuluhan; (3) Pemangku kepentingan lainnya seperti
lembega pemerhati pertanian, komunitas atau kelompok pertanian, perikanan, dan
kehutanan, tokoh masyarakat, sebagai sasaran antara penyuluhan.

Penyuluh Pertanian Lapangan memiliki fungsi penting bagi perkembangan petani
dalam ikut serta bersaing didunia perdagangan dan sektor lainnya. Fungsi dari Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL) bagi kelompok tani dilihat dari pengetahuan petani. terdapat
beberapa fungsi penyuluh pertanian dalam melakukan pembinaan pada petani untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut: (1). PPL sebagai Agent of
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Change; (2) PPL memiliki fungsi sebagai pelatif pengambilan keputusan; (3). PPL
memiliki fungsi sebagai rekan petani yang memberikan motivasi dan semangat bagi
petani; (4). PPL sebagai motivator bagi petani dalam meningkatkan produktivitas dan
kualitas kelompok tani *'. Profesi PPL sebagai agen pembaharu (agent of changes) atau
disebut juga sebagai agen pemberdayaan dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas
kehidupan para petani menuju ke arah yang lebih baik. Sebagai agent pemberdayaan, PPL
menjadi ujung tombak perubahan yang langsung berhadapan dengan para petani di
lapangan.

Ketidakberdayaan petani sangat serius karen aketerlibatan beberapa faktor seperti
kelemahan kelembagaan, pendidikan yang rendah, dll. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk
memberdayakan petani memang mendesak untuk dilakukan seiring dengan semakin
kuatnya tuntutan untuk mempertahankan swasembada, peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan tuntutan-tuntutan lain yang tercakup dalam dinamika persaingan global®.
Kondisi eksisting petani perlu diperhatikan agar penyuluhan yang dilakukan oleh PPL
dapat membantu para petani untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan demikian
menimbulkan kepuasan bagi petani dan penyuluhan yang dilakukan oleh PPL ialah
penyuluhan yang berkualitas™.

Fungsi lain Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai agen yang memberikan penyuluhan
kepada petani. Cara penyuluhan yang dipakai dengan cara terjun langsung bersosialisasi
dan berinteraksi langsung dengan kelompok petani. Namun, dalam pelaksanaannya
terdapat beberapa kendala yaitu: (1). Penyuluh Pertanian Lapangan memiliki kendala atau
hambatan untuk memberdayakan petani jika pada pelaksanaannya tidak terjalin kerjasama
yang baik dengan kelompok tani; (2). Program pembinaan akan dinilai berhasil jika
diiringi dengan kontribusi aktif dari petani. program tidak akan berjalan jika masyarakat
masih menggunakan pola pikir tradisional; (3). Program pembinaan pada petani akan
berjalan efektif jika petani aktif ikut serta setiap program yang dirancang oleh Program
Penyuluhan Pertanian.

Fungsi penting dari PPL bagi pemberdayaan petani tidak sebanding dengan jumlah
PPL dilapangan. Jumlah PPL dilapangan masih belum ideal dan masih belum sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani. capaian kesuksesan dalam melakukan program pembinaan pada
petani harus didukung dengan kualitas dan kuantitas dari PPL. PPL merupakan orang
yang dipilih untuk terjun kelapangan dan beriteraksi dengan petani. Hal ini sesuai dengan
Mentri Pertanian Andri Amran yang mengemukakan bahwa kesuksesan pembangunan
sektor pertanian dibutuhkan 74 ribu orang yang dipilih sebagai PPL. Dan saat ini baru
tersedia 41.500, sehingga masih membutuhkan 42.500 (Putri 2019). PPL memiliki fungsi
dan kedudukan yang penting sebagai agen perubahan (agent of change) dan sebagai
invator, advokasi, organisator serta monitoring dan evaluasi .

Di Kabupaten Semarang, PPL dalam menjalankan fungsinya diuraikan beberapa tugas
yang tertuang dalam Pasal 11 Perbup No. 33 Tahun 2020 yang berbunyi :

1. Menyusun perencanaan penyuluhan pertanian di kecamatan pada wilayah kerjanya
yang terintegrasi dengan programa penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
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2. Menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke Kelompok Tani melalui sistem kerja
Latihan dan Kunjungan di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP);

3. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model
usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; d. menginventarisasi permasalahan
usaha tani dan upaya pemecahannya;

4. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode
penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

5. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha; g. mengikuti pertemuan 2 (dua) mingguan di Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP);

6. Membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap Kelompok Tani ke kepada Kepala
Dinas melalui Koordinator BPP; dan 1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
oleh Koordinator BPP.

Uraian tugas yang tertuang dalam Perbup No. 33 Tahun 2020 Tentang Pembentukan
Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Semarang merupakan uraian tugas dari profesi
Penyuluh Pertanian Lapangan untuk selalu mendapingi petani untuk mengatasi
problematika yang hadapi petani, mendampingi petani masyarakat pedesaan untuk
melakukan perubahan perilaku dari tradisional menjadi petani yang berpengetahuan yang
berorientasi pada petani yang berdaya dan berada pada status sejahtera.

Sejalan dengan fungsi PPL bagi pemberdayaan petani harus sebanding dengan kualitas
kemampuan dari Penyuluh Pertanian Lapangan. PPL dalam melakukan fungsi utamanya
dituntut untuk dapat mampu berbaur dengan petani dan mengimplementasikan dengan
kemajuan petani diwilayah binaannya terhadap teknologi baru yang akan di
informasikan®. tujuan dari pemberdayaan pada petani yakni keadaan kelompok tani pada
perubahaan sosial yang dimana petani tersebut menjadi lebih berdaya melalui proses
pemberdayaan, memiliki kekuasaan serta pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh
melalui pemberdayaan. Dengan demikian tujuan dari pemberdayaan berfokus pada
perubahan perilaku, pola pikir dan kemandirian para petani, kemampuan petani untuk
memanjukan diri kearah kehidupan yang lebih baik dimasa depan.

Tingkat profesionalitas penyuluh dilihat dari kemampuan kerja penyuluh tersebut.
Kualitas dari kinerja penyuluh pertanian dapat diartikan sebagai profesionalisme dari
peran penyuluh terhadap kecakapan, keahlian dan disiplin dalam menjalankan tugas dan
fungsi sebagai penyuluh pertanian lapangan. Mengutip kamus Webster memberikan
definisi tentang profesionalisme adalah tingkah laku seseorang yang memiliki kewajiban
atau tugas dalam suatu peran atau profesi dari suatu tujun atau rangkaian kualitas yang
menjadi coraknya suatu profesi 2°. Profesional dari peran penyuluh diharuskan memiliki
kemampuan dan pengetahuan yang baik terhadap petani dan sistem sosialnya.

Faktanya bahwa Indonesia masih membutuhkan PPL yang dapat berkontribusi
terhadap pertanian di Indonesia. Jumlah tenaga penyuluh pertanian di Indonesia masih
belum ideal dan belum sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani’’. Padahal keberadaan PPL sangat dibutuhkan dan menjadi penting
karena mengawal dan mendampingi para petani untuk perkebangan serta penerapan
teknologi untuk meningkatkan produktivitas demi kesejahteraan para petani.
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III. PENUTUP

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Uu No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutan sebagai payung hukum bagi penyelenggara penyuluhan
pertanian. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Semarang memperkuat keseriusan
peemrintah pusat dalam penyuluhan pertanian dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 33
Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian membentuk wilayah kerja
Balai Penyuluhan Pertanian berdasarkan wilayah kerja kecamatan. Kedudukan PPL memiliki
peran penting sebagai agen yang memberikan penyuluhan kepada petani berdasarkan
perpektif Indikasi Geografis berdampak pada terjaganya reputasi, karakteristik hasil khas
daerah pertanian. meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Fungsi utama PPL sebagai Agent of Change bagi pengembangan petani dalam mendampingi
petani masyarakat pedesaan untuk melakukan perubahan perilaku dari tradisional menjadi
petani yang berpengetahuan yang berorientasi pada petani yang berdaya dan berada pada
status sejahtera. PPL sebagai agen pemberdayaan memiliki tujuan untuk mendorong dan
menciptakan para petani untuk mampu melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih
berdaya. Perubahan perilaku para petani yang mau menerima peningkatan kualitas dalam
menghasilkan produk baik dengan menggunakan teknologi baru dan cara-cara penggunaan
juga mempertahankan kualitas produk yang ada.
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